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Perjuangkan Kepastian Masa Kerja & Batas Usia Pensiun

PPPK Gugat UU ASN
Ke Mahkamah Konstitusi

Pegawai Pemerintah dengan Per-
janjian Kerja (PPPK) yang tergabung

dalam keterangan tertulisnya, Kamis
(19/2/2026).

motivasi kerja PPPK. Sejumlah kasus.
yang dihimpun organisasi itu juga

promosi jabatan, bukan status kepega-
waian. Jika PPPK i syarat

mulai dari kepastian masa kerja hingg
ya akses jabatan secara lebih

ga

dalam Forum Aspirasi Intelektual UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang adanya kinerja dan memiliki rekam jejak  luas.

(FAIN) resmi ASN menjadi regulasi yang  yang dinilai subjektif dan berujung kinerja yang baik, maka tidak seharus-  Putusan atas perkara ini dinilai tidak
uji materi Undang-Undang Nomor 20 memperkuat reformasi birokrasi dan  pada tidak diperpanjangnya kontrak  nya ada untuk i hanya aral
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil menyederhanakan manajemen ASN. kerja. jabatan strategis. PPPK, tetapi juga menjadi preseden

Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Kamis (19/2/2026).

Langkah hukum yang ditempuh
PPPK lintas profesi itu dinilai menjadi

Namun, FAIN menilai masih terdapat
norma yang belum memberikan perlin-

FAIN berpandangan bahwa pem-
batasan masa kerja berbasis kontrak

Gugatan juga mencakup jaminan
kenaikan jenjang jabatan fungsional.

dungan optimal bagi PPPK,
terkait batas masa kerja dan peluang

babak penting dalam perj
memperoleh kepastian masa kerja,
jaminan pengembangan karier, serta
kesetaraan dalam sistem birokrasi
nasional.

Ketua Umum DPP FAIN, Yumnawati,
menegaskan bahwa gugatan tersebut

arier.
salah satu pokok gugatan adalah
tuntutan agar PPPK dapat bekerja
hingga Batas Usia Pensiun (BUP)
sebagaimana Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Selama ini, masa kerja PPPK
bergantung pada perjanjian kerja

bukan sekadar p.

melainkan menyangkut prinsip keadil-

an dan kepastian hukum bagi PPPK.
“Permasalahannya adalah apakah

waktu tertentu yang dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan
hasil evaluasi kinerja.

Menurut FAIN, skema tersebut
+ hukum

kinerja juga se-

cara yang y

pada

jelas dan terukur?” ujar Y

Karier, hingga

berbeda di antara ASN yang berada
dalam satu rumpun profesi dan men-
jalankan fungsi pelayanan publik yang
sama.

Selain isu masa kerja, FAIN juga
menyoroti terbatasnya akses PPPK
terhadap jabatan struktural atau ja-
batan pimpinan tinggi. Meski UU ASN
mengatur sistem merit dan manaje-
men talenta, dalam iknya masih

anpa masa kerja hingga
BUP, PPPK dinilai berpotensi terham-
bat dalam merencanakan dan menca-
pai jenjang karier tertinggi, termasuk
bagi dosen, guru, tenaga kesehatan,
penyuluh, dan profesi teknis lainnya.
FAIN menegaskan, uji materi

yang sah dalam negara hukum untuk
menguji norma undang-undang yang
belum mencer-

terdapat pembatasan yang membuat
PPPK sulit mengisi jabatan tersebut.
Menurut FAIN, sistem merit seha-
rusnya menempatkan kompetensi,
kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar

minkan rasa keadilan.
Apabila Mahkamah Konstitusi
tersebut,

penting bagi reformasi birokrasi Indo-
nesia ke depan.

Anggota Komisi Il DPR, Azis Subekti
bisa memahami keinginan dan tekad
FAIN yang memilih menggugat ke MK.
la menyerahkan sepenuhnya kepada
hakim MK. “Sepenuhnya menjadi pe-
nilaian majelis hakim,” ujar dia

Sementara itu, mantan Kol ioner
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Rudiarto Sumarwono menegaskan
jika BUP PPPK sudah jelas. Bahkan, di
dalam UU ASN tidak ada ketentuan
hak PPPK dan ASN sama.

Untuk memperjelas bagaimana
Azis Subekti dan Rudiarto

FAIN menilai akan terjadi p
signifikan dalam manajemen PPPK,

i gugatan FAIN
ke MK, berikut wawancaranya.

AZIS SUBEKTI, Anggota Komisi‘lb DPR

Pertimbangkan Keadilan
Dan Pengabdian Total

(44

Semoga MK memiliki
pertimbangan yang

cermat dan baik demi
rasa keadilan serta

pengabdian total bagi
aparatur negara, b:
PPPK maupun ASN
secara keseluruhan.

RUDIARTO SUMARWONO, Mantan Komisioner KASN

PPPK Memang Bukan
Pegawail Permanen

(44

Undang Undang ASN secara
eksplisit menyatakan bahwa
PNS diangkat sebagai
pegawai tetap dan berhak
atas pensiun, sedangkan
ngkat berdasarkan
n kerja untuk jangka
waktu tertentu.

rekrutmen normal lewat CPNS

Khusus PPPK pendidik. prosesnya
juga melalui mekanisme seleksi
dengan tes yang telah ditentukan
sehingga tetap bertujuan mendapat-
kan guru yang berkualitas. Namun
secara prinsip, PPPK tetap dirancang
sebagai solusi jangka pendek. bukan
untuk menggantikan sistem rekrut-
men PNS

FAIN secara resmi mengajukan
uji materi UU No 20 Tahun 2023 ten
tang ASN ke MK, Kamis (19/2/2026)
Mereka ingin PPPK dan PNS diseta
rakan. Apa tanggapan Anda?

Saya kira gugatan dari FAIN itu be-
rangkat dari kegelisahan atau sesuatu
yang mengganjal. Biasanya memang
demikian ketika ada pihak yang
merasa perlu mengajukan uji materi

maupun ASN secara keseluruhan. Sebagai mantan Komi ul . ¥ PPK?
KASN, apa respons dan tanggapan  bahwa PNS diangkat sebagai pegawai A07Taliin 2018 ceaiig
Anda atas gugatan FAIN ke MK? angkar bahwa
Semua orang berhak PPPK diangkat rjanjian  masa huhm\gan kerja PPPK paling
gugatan ke MK karena itudijaminoleh  Kerja untuk jangka wakiu tertentu. singkat satu tahun
Konstitusi kita. Karena itu. Kita meng- Berikutnya. Batas Usia Pensiun  Dan dapat diperpanjang sesuai kebu-
hargai dan menghormati FAIN yang  (BUP) untuk NS diatur secara jelas.  tuhan dan berdasarkan evaltasi kinerja.
telah mengajukan gugatan tersebut Sedangkan BUP untuk PPPK tidak
Terkai PPPK. pengaturannya su-  diatur sebagai hak otomatis
dah cukup lengkap dalam UL 52014
yang kemudian diperbarui menjadi
UU 20/2023 tentang Aparatur Sipi
Negara, serta PP No. 19 Tahun 2018
tentang Manajemen PPPK

PP tentang
PP No.

Apakah hakim MK akan menga-
bulkan gugatan tersebut?

Kita tidak bisa berandai-andai
Ttu sepenuhnya menjadi penilaian
majelis hakim. Jika dalam pertini-
bangannya gugatan tersebut diterima.
tentu Pemerintah akan melakukan
kajian yang mendalam.

Berarti gugatan FAIN yang ingin
BUP PPPK disetarakan dengan
PNS menyalahi UU ASN?

idak ada ketentuan mengenai BUP
sebagai hak yang melekat seperti
pada PNS. Demnikian pandangan saya
tarkate BUB EPPK: dangan merijul
pada UU 5/2014 jo UU 202
tentang ASN dan PP 19/2018 lrma:\g
PPPK. m REN

Apakah itu berarti PPPK me-
mang bukan pegawai permanen?

Artinya. sejak desain awal regulasi
PPPK memang bukan pegawal per-
manen. Statusaya berbasis perjanjian

Bisa Anda jelaskan perbedaan kerja dengan jangka waktu tertentu
pengaturan PNS dan PPPK dalam  sesuai kebutuhan instansi
UU ASN? P

Bagaimana tanggapan Anda
terkait isi gugatan FAIN tersebut?
PPPK memang berbeda dengan rek
rutmen PNS Karena undang-undang
nya mengatur demikian. PPPK meru
pakan solusi jangka pendek. Semen-
tara solusi permanennya tetap melalui

Menurut Anda, apakah gugatan  Apa pesan Anda bagi PPPK
yang dilayangkan FAIN bisa men- maupun PN
Jjadi bahan pertimbangan MK? Mereka yang sudah diangkat
Semoga MK memiliki pertim- memiliki jaminan untuk berkarier
bangan yang cermat dan baik demi  dengan baik dan terus meningkatkan
rasa keadilan serta pengabdian total  kualitas pengabdian sebagai aparatur
bagi aparatur negara, baik PPPK  negara. mREN
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